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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan meru crmasalahan yang masih dihadapi
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kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya

arus urbanisasi ke kota.

Kemuskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis.
Maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat,
melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi

penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah

variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan di Indonesia.




Kemiskinan  dihasilkan  serangkaian strategi  dan  kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari
dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai

Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, dibentuk Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten atau
Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program vang dikeluarkan oleh
pemermtah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan,
ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi

beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program




Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan
yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) setiap bulan, melalai mekanisme akun elektronik yang
digunakan hanya untuk mes

Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya
adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat
serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM)
secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS
No.10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan (PKH) dan PERPRES R1
No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,
Adanya progam pemerintah tersebut ditujukan sebagai upava peningkatan taraf

hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapal




mewujudkan keluarga sejahtera. Sehingga diharapkan pelaksanaan program
bantuan pangan non tunai dapat berjalan secara efektif dan efisien agar tujuan
yang telah ditetapkan dapat tercapai §

ingga evaluasi terhadap pelaksanaan
/\ fivitas sebuah program Efektif
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BPNT, dikarcnakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa

permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat dilihat dari
mdikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion Error dan
Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah
langga yang scharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi
penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra
tersebut sementara, incluasin error sebaliknya, Yaitu terdapat rumah tangga

yang tidak berhak untum menerima rasta, justru menerima bantuan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan ketepat sasaran penvaluran bantuan sosial serta




untuk mendorong keuagan inklusif, dengan menggunakan sistem perbankan
dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan
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tim koordinasi Bansos
Pangan kabupaten/kota, Pelaksana ditingkat kecamatan dikoordinasikan oleh
tm koordinasi Bansos Pangan Kecamatan, Pelaksana ditingkat
desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan
tenaga pelaksana BPNT,

Sasaran program BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial
ckonomi 25% terendah di kabupatenkota pelaksanaan BPNT, dan namanya
termasuk didalam daftar KPM BPNT vang ditetapkan. Berdasarkan latar




belakang tersebut peneliti akan meneliti lebih jauh terkait “Koordinasi
Pemerintah Dacrah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru

B. Rumusan Masalah

I. Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Barru

Kabupaten Barru.

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Koordinasi
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non

Tunai Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.




D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
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TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

8) tentang efektivitas dan

llllllllll
.....

belum tercapai dengan maksimal hal ini dikarena masalah mesin EDC yang

mengakibatkan bantuan terhambat dalam penyaluran tetapi Finansial SDM
dan dana yang tersedia mendukung implementasi program.

Berdasarkan penelitian Risnandar, (2018) tentang implementasi program
bantuan pangan non tunai (BPNT) di Indonesia disimpulkan bahwa penyaluran
program BPNT melalui e-warong sudah cukup efektif dan efesien serta
progresif dan sudah potensial dalam pemberdayaan KPM secara sustainable.




Tetapi masih perlu perbaikan seperti perlunya pendampingan secara intensif
berkelanjutan, pemantapan proses bisnis  secara kompeherensif dan
pembangunan jejaringan kerja,

B. Konsep Koordinasi

koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola

usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin
kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama, Laras seimbang dan
serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya
konflik, kekacauan, percekcokan, kekosongan dan sebagainya dalam suatu
organisasi.

Hasibuan (2014: 85) mendefinsikan Koordinasi adalah kegiatan, unsur
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manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan
organisasi. Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-

anggota atau unit-unit organisasi ydng pekerjaannya saling bergantungan.

ganisasi untuk mencapai tujuan
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Penulis menyimpulkan berdasarkan beberapa pengertian koordinasi
merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan
bertujuan untuk menvyerasikan kesamaan tiap langkah dan kegiatan oleh
antar organisasi agar tercapal suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini koordinasi dilakukan
oleh pemerintah sebagai pelaksana koordinasi vang dapat menentukan




langkah dan mengambil keputusan, dan pihak lainnya seperti swasta dan
masyarakat,

2. Ciri-ciri Koordinasi

Ciri-ciri Koordinasi UU2) adalah sebagai berikut:

............
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koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan
terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu vang bekerjasama di
dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

. Konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti
dari koordinasi. Hal ini berarti pimpinan harus mengatur usaha-
usaha/tindakan tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga
diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama. dari pada




setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam
‘mencapai hasil bersama.

f. Tujuan koordinasi adalah tujuan/bersama (common purpose). Kesatuan

antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang

berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja vang satu tidak rusak oleh
keberhasilan unit kerja vang lain, melalui jaringan informasi dan
komunikasi efektif.

Sedangkan tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2014: 87) -

a. Untuk mengarahkan semuan tindakan untuk tercapainya sasaran

b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis, kearah sasaran perusahan.




¢. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

¢. Untuk mengintegrasikan tindakan/dan pemanfaatan ke arah organisasi,

1 (g
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yaitu:

a. Koordinasi Intern
Koordinasi Intern yaitu kordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung,
Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan
kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai
dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

6




b. Koordinasi Fungsional
Koordinasi Fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal,

hal ini disebabkan karena sebugh unit organisasi tidak mungkin dapat

lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional,

2. Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi
antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Koordinasi
fungsional ini dilakukan karena sebuah organisasi tidak mungkin
menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya,
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5. Karakteristik Koordinasi yang baik
Menurut Syamsi koordinasi yang baik harus dapat menciptakan hal-hal
sebagai berikut -

L vang jelas dalam organisasi.

mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Kerjasama juga dilakukan

agar individu dapat mempermudah dalam melakukan kegiatannya, dan
dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan semangat kerja sama
yang besardalam organisasi maka hasil yang didapatkan maksimal.

¢. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang
dalam organisasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi vang baik,

koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan
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pemrosesan  informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang

dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk afasan ini,

7
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perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam kegiatan
koordinasi, pengendalian memiliki perananyang sangat penting, Fungsi
proses pengendalian ini adalah untuk mengevaluasi tujuan yang telah
dicapai, dan apabila tujuan tidak tercapai dengan baik, maka dapat dican
mengenal faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.
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6. Indikator Koordinasi

Adapun indikator koordinasi (Manoppo et al., 2017) sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan
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| »%\' l‘ \ \// amv \\’ ’
D 9t ¥
Q‘o
KAAND

h,.____.-qn-'—"—n..:

sekurang kurangnya antara 2 pihak yang berperan sebagai pengirim

(sender) dan penerima (receiver) dengan menggunakan berbagai media

vang ada. (Fitria, 2018) Bahwa komunikasi memiliki elemen penting,

yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi melibatkan orang-orang, schingga komunikasi yang
efektif’ dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama

lain dengan efektif.
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b. Dalam komunikasi terjadi penyampain dan pertukaran informasin

dan pengertian, sehungga agar proses ini dapat terjadi dan dipahami,
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d. Disiplin
Setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara
terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang
diharapkan. Koordinasi adalah suatu usaha penyusuaian bagian-bagian
yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada
waktunya. untuk itu diperlukan dsiplin.
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C. Pemerintah Daerah
Pemerintah ~ daerah merupakan salah satu alat  dalam  sistem

penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas

administratif di suatu daerah yane il dari sebuah Negara dimana

Negara Indonesia mer
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah vang artinya ialah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai

peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan

]
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pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat
dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan
pelayanan umum pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat di semua daerah,

sosia[ dan budaya, sangat
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b. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) vang terdiri atas
Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretaris Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan

2. Perangkat Daerah
Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat daerah

kabupaten’kota terdin atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, Dinas
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Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Sekretaris
Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dacrah. Sekretaris Dacrah diangkat dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Sekretris Daerah
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sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung
yugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik, Berbentuk badan , kantor atau Rumah Sakit Umum
Daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagimana dimaksud

dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, kepala rumah sakit dacrah vang
diangkat oleh kepala daerah dan pegawai negeri sipil vang memenuhi svarat
atas usul sekertaris Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota




dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman  pada  Peraturan
Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati

IV, 2 wa
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diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik
mengenai, sosial, politik, kebuaksmann. perencanaan, dan pelaksanaanya
maupun mengenai segi-segi pembiayaannya, Perangkat pelaksanaanya
adalah perangkat daerah sendiri

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang

dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah Provinsi atau kepala instansi
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vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung

Jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan, pelaksanaan,

maupun pembiayaaanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

wilayah administrasi.

D. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk  menanggulangi masalah  kemisikinan dan  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  jaminan  sosial  dari
pemerintah. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan. Dari  diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka
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dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
ditingkat pusat, yang keaggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat,

dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnyaselanjutnya. Selanjutnya, di

tingkat provinsi dan kabupaten/k

<

im Koordinasi Penanggulangan

7/77:"]‘;{&\\\”
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merupakan upayauntuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi
tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara
nontunai kepada para penerima bantuan.

Berdasarkan Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No.25 Tahun
2016 Bantuan pangan non tunai merupakan bantuan dari program pemerintah

vang diberikan kepada warga miskin di Indonesia vang sudah data masuk

kedalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat
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(KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun
elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat

di E-Warong (elektronik warong) atausped agang bahan pangan vang tedafiar

2. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai

a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM)

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
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b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima
manfaat (KPM).

¢. Meningkatkan ketepatan sasarand

bagi keluarga penerima ma

strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).

d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan
sehinggadapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan
strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).

€. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga

dapat meningkatkan kemampuan ekonomi vang scjalan dengan strategi

nasional keuangan inklusif (SNKI).
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f. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

g Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikrodan
kecil di bidang perdagangan.

3. Prinsip Umum Program Bar
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tim pelaksana program. Ditingkat kota/Kabupaten untuk penanggung jawab
pelaksanaan program adalah Walikota/Bupati. D tingkat kota dibentuk tim
pelaksana yang terdiri dari unit-unit pelaksana vang memiliki tugas pokok
dan fungsinya masing masing. Pelaksana Program BPNT ditingkat kota

yaitua:

a. TIKOR (Tim Koordinasi) ditingkat kota Atau Kabupaten

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos




pangan di wilayahnya dan membuat tim Koordinasi Bansos Pangan
Kabupaten/kota sebagai berikut;
I Kedudukan
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Kabupaten/kota dengan aparatur setempat.
b. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta

‘mengkoordinasikan dengan Bank dan Tim Koordinasi Bansos
Pangan Pusat.

¢. Menyediakan Pendamping dan/atau aparat sosialisasi verifikasi

penerima bantuan dan pelaksanaan penvaluran bantuan sosial,
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d. Melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran erah
tingkat Kabupaten/Kota, pendamping BPNT.

Tikor Bansos Pangan Kecamatan adalah Pelaksana Program Bansos

Pangan di Kecamatan yang berkedudukan di bawah.

2, Tugas
Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan sosialisai pengaduan,
pemantauan, dan evaluasi Program BPNT ditingkat Kecamatan serta
melaporkannya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kab/Kota.

3. Fungsi
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a Sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah kecamatan.
b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bansos di desa/kelurahan,
c. Pembinaan terhadap desa/kelurahan terkait Program Bansos
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Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kota dan Kecamatan dan
perangkat desa tentang pelaksanaan Program BPNT, melengkapi data
KPM untuk pembukaan rekening, membuat jadwal distiribusi Kartu
Kombo, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM tentang
penggunaan Kartu Kombo dan transaksi non tunai, mendampingi KPM
selama Proses Registrasi, aktivasi rekening dan pencairan.
d. Kepala Desa/Lurah
Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan tingkat Kab/Kota, Tim
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Koordinasi Bansos Kecamatan dan Pendamping BPNT untuk menyusun
jadwal pendistribusian Kartu Kombo beserta aktivasi rekening oleh
KPM, menyediakan tempat untuk distribusi, dan aktivasi Kartu Kombo,
memobilisasi KPM dalam _péndistribusian,
E. Kerangka Pikir
Dasar pemukiran ‘vang mélandasi © penelitian ini  adalah Bagaimana
Koordinasi Pemerintzh- Daerab  Dalam  Pelaksanaar Program BENT Di
Kecamatan Barru Kabupaten Barru, ada 4 (empat) indikator koordinasi antara
lain, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, disiplin. Dari indikator
tersebut akan diteliti sehingga dapat digambarkan Bagan kerangka Pikir
dibawah ni.

Bagan Kerangka Pikir

Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Program BPNT Di Kecamatan Barru Kabupaien Barru

!
( Faktor Pendukung; \ ‘\ (Fakmr Penghamhat:\

({Marruﬁpﬂ et al.. 2017) indikator

Dukungan Finansial yang mempengaruhi Koordinasi Masih sering terjadi
yang terus mengalir . saldo nol pada kartu
pada saat pencairan - I. Kesatuan tindakan KPM dan seringnya
sehinggga dapat 2 Komunikasi = terjadi error pada
mearniukn 3. Pembagian Tugas mesin EDC pada saat
kesuksesan dalam \4 Disiplin _/ transaksi penyaluran
pelaksanaan Program et

L BPNT ; l \ BPNT J

Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat
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F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Koordinasi Pemerintah Daerah dalam

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru

Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru,
2. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampain dan pertukaran informasi yang

sekurang-kurangnya antara 2 pihak yang berperan sebagai pengirim (sender)

dan penerima (recerver) dengan menggunakan berbagai media vang ada.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi

sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan
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rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanva komunikasi baik
berupa rapat atau pertemuan formal, selain itu fasilitas komunikasi yang
bisa digunakan secara informal adalah via suara atau Grup Obrolan
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Pada setiap organisasi yang kompleks, sertiap bagian harus bekerja secara
terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan  hasil  yang
diharapkan. masing-masing pemimpin SKPD harus melaksanakan konsep
disiplin baik displin waktu dengan melakukan briefing sebelum melakukan
Pekerjaan untuk mengupayakan tepat waktu dalam menyelesaikan semua
program kegiatan Pelaksanaan program BPNT di kecamatan Barru
Kabupaten Barru,




5. Faktor Pendukung

Yang mendukung atau mendorong terjadinya Koordinasi Pemerintah




BAB I

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian inidilaks buldn, Mulai Pada Tanggal 24

mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Koordinasi Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di
Kecamatan Barru Kabupaten Barru,
C. Sumber Data
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian, dalam hal
ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung.

2. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, data sekunder ini berupa

35
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dokumen-dokumen, laporan, bacaan, dan berupa peraturan-peraturan yang

tentunya berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

™
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ai berikut.
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6 Suhaeda SH Keluarga Penerima Manfaat

7 | Hartawan HT Keluarga Penerima Manfaat
E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang paling independen

terhadap semua teknik pengumpulan data adalah: Observasi, wawancara

(interview) atau pengamatan langsung dan dokumentasi.

1. Observasi




Observasi merupakan teknik atau metode pengamatan langsung vang
dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitiannya yang terjadi di lokasi

penelitian,

2. Wawancara (Interview)

an dua pihak yaitu

F. Teknik Analisis Data
Menurut (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai jenuh. Teknik analisis data meliputi 3 komponen analisis yaitu sebagai
benkut:
1. Reduksi data

Reduksi data merupakan sala satu teknik analisis data kualitatif yang
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merupakan  bentuk  analisis yang  menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi  data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Redukasi data

dengan merangkum, memili

\\\\“ '4' h/

kebenaran data, akan tetapi juga dapat untuk menyelidiki validitas tafsiran
penulis mengenai data tersebut, maka dengan data yang ada akan
memberikan sifat yang reflektif dan pada akhimya dengan trianggulasi ini
akan memberikan kemungkinan bahwa kekurangan informasi vang pertama
dapat menambah kelengkapan dari data yang sebelumnya.

3. Verifikasi data/Penarikan Kesimpulan
Langkah ketiga penelitian kualitaif adalah penarikan kesimpulan dan
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verifikasi. Kesimpulan awal vang dikemukakan masih bersifat sementara
dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutmya. Namun bila kesimpulan

memmang telah didukung o i yang valid dan konsisten saat
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penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam
(Pratiwi, 2017) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data
dan sumber data yang telah ada. Validasi data sangat mendukung hasil akhir
penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data,
dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam
teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan




sumbe data yang telah ada. Misalnya membandingkan anlara apa yang
dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara peribadi
1. Triangulasi sumber
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Triangulasi waktu digunakan untuk melakukan pengujian kredibilitas data
dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda, misalnya data yang dikumpukan dengan teknik wawancara
dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dengan wawancara disiang
hari saat narasumber masih mulai lapar, kemungkinan akan mengalami

perbedaaan. inilah yang akan dicocokkan data mana yang lebih kredibel.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

I. Gambaran Umum Kabug

yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada + 102 Km di sebelah Utara
Kota Makassar, ibukota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu
Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, pada tahun
1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru,

Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete,

Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Kabupaten Barru
adalah salah satu kabupaten yang terletak dipesisir pantai barat Provinsi

41
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Sulawesi Selatan dengan garis pantainya 78 Km. Secara geografis terletak
diantara koordinat 475°49" - 4047°35” lintang selatan dan 11913500 -
11911497167 bujur timur dan berada di sebelah utara Kota Makassar Ibukota

Provinsi Sulawesi Selatan yang dape h melalui perjalanan darat = 2,5
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Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Barru

Wilayah Kabupaten Barru berada di bagian barat daratan Pulau Sulawesi
sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar, secara administratif
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kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 Km2. Kabupaten Barru terbagi
atas 7 (tujuh) Kecamatan vaitu Kecamatan Tanete Riaja. Kecamatan Tanete
Rilau, Kecamatan Barru (Ibu kota upaten), Kecamatan Soppeng Riaja,
Kecamatan Mallusetasi, Kec ing dan Kecamatan Ballusu dan
terd iri dari 14 Kelur jelasnya mengenai peta
administrasi ar befikut, Kecamatan
Pujananti . tar. 26,75%,

g &
v
No.
)

1L |T ' 84

2. | Tan 4 A A \ 6,74

3. | Barru 16,97

4. | Soppen /8. 6,71

5. | Mallusetasi 8 216,58 18,44
6. | Pujananting 6 314,26 26,75

7. | Balusu 6 112,20 9,55

Jumlah 54 1174.72 100%

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2020
2. Topografi Kecamatan

Jarak antara ibukota desa’kelurahan dengan ibukota kecamatan Barru cukup

bervariasi antara 0 km sampai 24 km. adapun desa’kelurahan yang memiliki

0




Jarak terdekat dengan ibukota kecamatan adalah kelurahan Sumpang Binangae

dan desa’kelurahan dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa

Anabanua dengan jarak 24 km atau sekitar 40 menit dari ibukota kecamatan.

N

dari 2 bulan (april-september). Total hujan selama stahun dikabupaten barru
berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan desember — januari dengan
Jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-
masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing-masing 104 mm dan 17 mm.
4. Keadaan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dikabupaten Barru tiap tahunnya meningkat,

peningkatan ini dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan
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ckonomi, Akan tetapi mendorong perkembangan ekonomi bila pertambahan
penduduk memperbesar jumlah tenaga kerja yang meningkatkan pertambahan

produksi dan perluasan pasar serta, berdampak pada aktifitas kegiatan
perekonomian. Struktur pend
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dan perluasan Kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan, yaitu mulai

taman kanak-kanak sampai dengan perguruan finggi Upava peni gkatan
pendidikan yang ingin dicapai tersebut menjadi priotitas bagi pemerintah
kabupaten Barru yang notabenenya yang berwawasan luas untuk membangun
kabupaten Barru menuju kota yang aman. Sedangkan perluasan kesempatan
belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya.
6. Profil Instansi Objek Penelitian

a. Pemerintah Kabupaten Barru (Dinas Sosial)
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Dinas sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial,

aszan tugas . . 84 7
= & &\_i\\\“h’/[é ]
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I Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
2. Scksi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
3. Seksi Tuna Sosial
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari -
1. Seksi Pembinaan Partisifasi Sosial Masyarakat Dan Penyuluhan

Sosial
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2. Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan
Sosial

Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Meningkatkan Peran Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Dalam Pembangunan Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan

4. Mmingkatkm Kemandirian ~ Ekonomi  Dalam  Pemberdayaan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barru Secara Lebih Jelas

adalah Scbagai Berikut




STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BARRU

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barru

.
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b. Pemerintah Kabupaten Barru (Kecamatan Barru)
Kecamatan Barru yang merupakan bagian dari kabupaten Barru

yang mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam

AR
\E "?\ Ss“\ "':&»

,\\\\“"’Il//

=z Y

o® <
R L L. T
4 *THET «-sz A
i » S N ~a
- 'l,'l \\\\
u REITETTAN *\

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Prima

2. Meningkatkan Pemerintah Kecamatan Barru secara Efektif,
Profesional dan Akuntabel,

3. Mewujudkan efektifitas Penyelenggara Administrasi Pemerintahan
dalam memberikan Pelayanan yang baik bagi masyarakat

Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, Pemerintah Kabupaten Barru

mempunyat Tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik
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yang prima, menjngkatkan kinerja pemerintah kecamatan Barru secara
efektif, professional, dan akuntabel serta mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan

Nl '? ~
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Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Barru

7. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Dikecamatan Barru
Peserta atau penerima bantuan pangan non tunai keluarga, vang selanjutnya
disebut keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan pangan non tunai, Pada
tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25%

didaerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan non tunai adalah




S1.

data terpadu program penanganan fakir miskin vang selanjutnya disebut
DT-PFM, yang merupakan hasil pemuktahiran basis data terpadu ditahun
2015. DT-PFM dikelola oleh kelompok kerja pengelola terpadu program

fakir miskin, yanh selanjutn ja data, vang dibentuk melalui

surat keputusan mer
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proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya yang
terdaftar dalam DPM Telah memiliki rekening untuk penyalur program
bantuan sosial lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk
menerima program bantuan pangan non tunai . untuk setiap KPM . DPM
memuat informasi nama kepala keluarga, nama pasangan kepala keluarga,
nama anggota kepala keluarga, nama anggota keluarga lainnya, alamat

tinggal, nomor induk kependudukan (NIK) jiikka ada dank ode unik

A,
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keluarga. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas ketetapan
sasaran bantuan sosial, kecamatan Barru juga menjadi sala satunya wilayah

pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Barru. Berikut Tabel Jumlah

_______

KPM paling rendah adalah kecamatan Balusu. Program BPNT merupakan
sala satu Program dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dalam
hal ini, kecamatan Barru dalam meminimalisir tingkat kemiskinan.
Keikutsertaan Kecamatan Barru dalam melaksanakan Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , dengan didasari banyaknya jumlah
masyarakat miskin merupakan sebuah bentuk keprihatian pemerintah baik

pemerintah setempat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi
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Sulawesi selatan terhadap banyaknya masyarakat tidak mampu memenuhi
kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari hari. Dengan Jjumlah KPM

sebanyak 2414 orang, pemerintah tan Barru berkoordinasi dengan
tim koordinasi bansos kab melakukan penyaluran kartu
KKS dengan 2 1aha
N\ 4
kabupaten
0 A G
A yak
a n
9 )
NO
1
B O
3 4
P\
5 SIAWUNG 216
6 PALAKKA 204
T TOMPO 264
8 GALUNG 246
9 ANABANUA 289
10 MANGEMPANG 201
JUMLAH 2414

Sumber : TKSK Kecamatan Barru 2020




Berdasakan tabel diatas menunjukkan bahwa desa/Kelurahan. desa
Anabanua Merupakan desa terbanyak yang mendapatkan BPNT dengan
Jumlah 289 KPM. Sedangkan desa’kelurahan yang paling sedikit

merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif KPM. Bank Penyalur

(BNI)mengindentifikasi agen bank, pedagang, dan/pihak lain untuk menjadi
eWarong penyalur BPNT, Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan
wewenang Bank Penyalur (BNI) dengan mempertimbngkan kriteria-kriteria
yang telah ditentukan, Adapun Mekanisme Penyaluran BPNT Sebagai

Berikut:




L. Proses Penyaluran dana BPNT dilaksanakan Oleh bank penyalur tanpa

pengenaan biava.
3. Proses Penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari
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Manfaat yang seharusnya menerima Bantuan Pangan Non Tunai. akan
tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai,
sehingga masyarakat tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai
tersebut.sementara, incluasin error sebaliknya, Yaitu terdapat rumah
tangga yang tidak berhak untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai,

Justru menerima bantuan tersebut.




56

B. Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecematan Barru Kabupaten Barru

Koordinasi adalah sala satu system fungsi dan manajemen yang
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3. Pembagian tugas
4. Disiplin

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Pemerintah
Kecamatan Barru dan Kelurahan/Desa pada dasarnya, adalah merupakan
kesadaran kolektif yang dibangun dalam rangka untuk mensejahterkan
masyarakat,
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1. Kesatuan tindakan dalam pelaksanaan Program BPNT
Kesatuan tindakan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh suatu

koordinasi yang baik, jadi dalam
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sebagai berikut -

** Jadi sebelum berakhir rasta itu dan sebelum masuk BPNT, itu ada
sosialisasi dulu, seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, itu
disosialisasikan  dengan mengundang Camat kemudian dari
Kepolisian, kemudian dari Lurah dan TKSK dan masyarakat, apabila
ada perbaikan data KPM dan jadwa Penyaluran kami melakukan
rapat koordinasi agar terjadi singkronisasi . (Hasil wawancara R.N.
Pada tanggal 23 Maret 2021).”

Wawancara dengan informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan
bahwa Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan selalu melakukan




58

pertemuan dan berkoordinasi bersama agar tercipta kesatuan tindakan agar
terjadi singkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-

masing.

Hasil wawancara dengg inas Sosial dalam hal ini ketua
bidang bantuan dag / M s dari s

)

1 =g

S

program Bantuan Pangan Non Tunai memang seharusnya diperlukan

kesatuan tindakan antara Dinas Sosial, Kecamatan desa/Kelurahan agar
peran masing-masing pihak dapat terlihat jelas dari informan Sekretaris desa

Anabanua.

“Mmmm.. Nanti pada saat ada perubahan atau pembaruan daftar KPM
kami melakukan yang namanya Musdes atau Muskel pada tahun
berjalan dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat. Melalui
Musdes atau Muskel ditetapkan keluarga vang diganti(Hasil
wawancara dengan S.M Pada Tanggal 26 Maret 2021)"

.
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Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Anabanua diperjelas

informan TKSK Sebagai Pendamping BPNT di Kecamatan Barru,

“Untuk mengenai Perubahan atau pembaruan daftar KPM kami itu
melakukan musdes nanti hasilnya, saya laporkan ke Pemerintah
Kabupaten hal ini Dinas 8 ntuk penyaluran dikelurahan atau

L Haaliil v

dan penerimaan (receirver) dengan mengunakan berbagai media yang ada.
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, Karen komunikasi,
sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan
rentang dimana sebagai besar ditentukan oleh adanva komunikasi.
Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia

dalam menjalini hidup dan kehidupannya.




Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan melakukan koordinasi dan
hubungan kerja dengan semua pihak yang terkait untuk pencapaian tujuan
kan koordinasi dan hubungan kerja pada

\\\\‘“hl/ // .

cepat untuk Drgnmsam Pummnmh lmnnya {Hns:l wawancara R.N.
Pada tanggal 23 Maret 2021)"

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah kita ketahui bahwa pihak
Dinas Sosial Kabupaten Barru telah melakukan komunikasi secara langsung
dan tidak langsung dengan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan
program BPNT salah satu contohnya yaitu rapat langsung yang diadakan
oleh pihak Dinas Sosial juga menggunakan media online atau media sosial

untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan cepat. Adapun hasil
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wawancara penehtian dari pihak Kecamatan vaitu camat kecamatan Barru
sebagai informan terkait masalah komunikasi yang dilakukan antar

Organisasi Pemerintah dalam pelaksanaa

“Terkait dengan kﬂm nikas n pelaksanaan program BPNT yaitu
Kz g dilakukan tiap bulannya
135 Susml vang dimana
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koordinasi yang dilakukan Organisasi Pemerintah Daerah  dalam
pelaksanaan program BPNT. Sebagai berikut :

“Dalam Organisasi Pemerintah komunikasi yang dilakukan yaitu
secara lisan maupun tulisan. Di Kelurahan itu sedniri komunikasi juga
dilakukan secara lisan maupun tulisan. Contoh dalam Kelurahan
memberikan komunikasi lisan yaitu dengan memberikan Seminar
Program terhadap masyarakat dan dibantu oleh RT dan RW dalam
menyampaikan informasi tertentu. Secara tulisan Organisasi
Pemerintah dalam hal imi yaitu Kelurahan membuat Group Media
Sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang dimana anggota




62

dalam group vang dibuat baik itu dari RT, RW, dan Masyarakat (Hasil
wawancara dengan S.M Pada tanggal 26 Maret 2021),”

Berhubung dari wawancara penelitian yang di atas maka peneliti juga

fengan bekerja
\\inllivgiy
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Koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai
konsekuensi adanya upaya unytuk mencapai tujuan bersama secara efektif

dan efesien melalui pembagian tugas. Tugas-tugas ini diwadahkan dalam

unit-unit sebagai pelaksana dan penaggung jawab satu atau beberapa fungsi,
Semua pihak dalam organisasi baik dani pihak pemerintah daerah kecamatan
maupun kelurahan agar dapat berjalan terpadu, serasi dan selaras dalam

pencapain tujuan dan sasaran bersama dari masing-masing tugas yang

(R




menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana pernyataan dari sala satu
informan pihak dinas sosial Kab Barru tentang Pembagian kerja antara dinas

sosial, kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan program Bantuan
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Dra.Hj.Mukarrama pihak seksi pemberdayaan masyarakat desa dan
pembangunan sebagai Berikut:

“Jadi dikecamatan itu berfungsi sebagai tim koordinasi , selain sebagai
tim koordinasi dikecamatan juga berfungsi sebagai social control
dalam penyaluran, pemantauan,pelaporan Bantuan, artinya setiap
kecamatan itu kalau kita pertama itukan sudah membantu dal hal
verifikasi. Dalam hal im menginstrusikan kepada TIKOR tingkat desa
bahwa hari ini ada penyaluran hari ini jurusan ini dan sebagainya.
Inilah bagian dari kerja-kerja kecamatan dalam membantu mengatur,
begitupun desa sebenarnya hampir sama yang dikerjakan mereka




mengonfirmasi kepada kami apabila ada masalah. (Hasil wawancara
dengan Hj.M pada tanggal 24 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Kecamatan dan Tim

wawancara dengan pihak pemerintah desa anabanua Berikut hasil

wawancara dengan S M selaku Sekretaris desa anabanua sebagai berikut:

“Untuk aparat desa Setiap ada penyaluran pasti aparat desa juga turun
meninjau secara berkala keberadaan dan keberlangsungan di agen
sebagai pihak penyalur BPNT memantau kodisi alat, kualitas beras
dan telur, nanu hasil nya itu kita laporkan ke tingkat kecamatan atau
dinas untuk ditindak lanjuti” (Hasil wawancara dengan S.M pada
tanggal 26 maret 2021),

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan sckretaris desa anabanua

dapat dapat disimpulkan bahwa aparat desa juga turun meninjau langsung

e e _
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Penyaluran BPNT memantau kondisi alat apakah layak dipakai atau belum
sehingga nanti tidak ada kendala dalam proses penvaluran dan melihat

kualitas beras dan telur dan nanti hasilnya dilaporkan ditingkat kecamatan

tugas tanpa melakukan kepemihakan dan kelalaian tugas jika telah
diamanahkan tanggung jawab di pundaknya. Dinas sosial sangat disiplin
dalam menjalankan tugas itu terbukti dari sala satu informan dari pihak
dinas sosial mengatakan bahawa sebagai berikut:

“Kami di dinas sosial sangat displin selalu melakukan koordinasi
dengan pihak kecamatan dan kelurahan unwk menciptakan
singkronisasi dan memelihara hubungan kerja, begitupun dengan
pegawai staff kami di dinas sosial selalu melakukan briefing staff]
Rapat, untuk menyampaikan penjelasan dan pemahaman mengenai
apa yang telah diberitahukan kepada pegawai kami schingga dapat

|




menjalankan pekerjaanya dengan efektif dan efesien apalagi tentang
kesejahteraan masyarakat” (Hasil wawancara dengan RN pada
tanggal 23 Maret 2021),

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dinas
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nantinya diharapkan menjadi acuan sehingga dapat pula menetralisir

beberapa pelanggaran yang akan mungkin terjadi.sementara itu adapun hasil
wawancara yng dilakukan didesa anabanua vakni sebagai berikut;

“Kami aparat desa sangat disiplin setiap ada pembagian atau
penyaluran  juga turun meninjau karna biasa antri jadi itu agen biasa
kewalahan jadi kami aparat desa itu biasa turun untuk mengatur biar
tidak antri”(Hasil wawancara dengan S.M pada tanggal 26 maret
2021).




Berdasarkan Pandangan dan pihak pemerintah desa ditas itu
menunjukkan bahwa dukungan ataupun sikap sudah direalisasikan dengan

baik pada saat penyaluran BPNT, baik itu dalam bentuk pemantauan

memberkan keamanan kepa

diths juga:dinkui’s /
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suatu koordinasi yang baik, jadi dalam pelaksanaan BPNT harus

menyatukan tindakan schingga segenab kegiatan manajemen maupun
kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpan siur, tidak berlawanan
dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapain tujuan dengan efesien.
Kesatuan tindakan dapat meghindari berbagai kemungkinan untuk
merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam menjalankan

tugas dan fungsinya masing-masing.




Bedasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dilihat bahwa
dinas sosial, Kecamatan dan Kelurahan selalu melakukan pertemuarn dan
berkoordinasi bersama agar tergipta kesatuan tindakan agar terjadi

singkronisasi dalam melaksa f/\ an fungsinya masing-masing.

N
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dalam menjalini hidup dan kehidupannya.

Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan melakukan koordinasi dan
hubungan kerja dengan semua pihak yang terkait untuk pencapaian tujuan
bersama. Semua pihak vang melakukan koordinasi dan hubungan kerja
pada dasarnya melakukan komunikasi. Dalam melakukan komunikasi juga
perlu memperhatikan elemen-elemen dan jenis-jenis komunikasi yang ada
agar dapat berkomunikasi efektif.
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Dari rujukan teori dan hasil penelitian penulis dilapangan dapat
disimpulkan bahwa pihak dinas sosial kabupaten barru telah melakukan
komunikasi secara langsung dan jtidak langsung dengan kecamatn dan
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mengambil peran penting dalam pelaksanaan Program BPNT untuk
mengawasi dan memantau dan melaporkan setiap saat.

Dari rujukan teori yang dibangun dan dari hasil penelitian penulis
menyimpulkan Tim koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Berfungsi
Sebagai Social Control dalam penyaluran, pemantaun dan pelaporan dan
semua aktivitas yang dapat menunjang Berjalanya Penyaluran Bantuan

Pangan Non Tunat,
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4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja

secara terkoordinasi, agar masing‘masing dapat menghasilkan hasil yang

diharapkan. Koordinasi 2 /\

bagian-bagian yang
itu selesal pada
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Disiplin dinas sosial sudal menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan

kelurahan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.

Dari rujukan teori dan hasil penelitian dilapangan dapat
disimpulkan dukungan ataupun sikap sudah direalisasikan dengan baik
pada saat penvaluran BPNT, baik itu dalam bentuk pemantauan,

penyaluran memberikan keamanan kepada agen BPNT.
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D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

program BPNT dikecamatan / paten Barru, maka dapat dilihat dari

“h, 7 ""ll“"‘\ .
LIPS P
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masyarakat dalam menerima bantuan yang dibeikan oleh pemerintah dan
mudahnya masyarakat penerima dikumpulkan pada saat akan dicairkan
bantuan. Berikut Point-Point Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non Tunai dikecamatan Barru yang peneliti temukan
dilapangan sebagai berikut:

a. Besarnya antusiasme masyarakat pada saat akan dijadwalkan penyaluran

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

|
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b. Efektifnya kinerja TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam
mendampingi agen dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
¢. Adanya Support dari Pemerintah setempat ikut serta memantau Penyaluran
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Samsuardi Manggenre, sekdes desa anabanua. Menurutnya faktor yang
mendukung berjalannya program BPNT ini adalah besarnya antusiasme
masyarakat pada saat akan dijadwalkan proses penyaluran bantuan
tersebut, bahkan banyak dari mereka setiap hari datang bertanya mengenai
jadwal penyaluran bantuan tersebut faktor opendukung lain juga datang
dari efektifnya kinerja TKSK dalam mendamoingi agen dan KPM dalam

proses pelaksananan program BPNT, serta adanya support darir

|
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pemerintah setempat ikut serta memantau proses penyaluran Program

BPNT ini, berikut hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Biasanya KPM lewat d1 depa

singgah hertanya sudah keluarkah

proses pencairan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan

maupun pengawasan yang baik agar dalam proses pencairan sesuai dengan
ketentuan. Oleh Karena itu dengan anggaran yang cukup pelaksanaan
program Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat berjalan dengan baik dan
pada akhimya kualitas hidup KPM Sebagai tujuan program dapat

meningkat.
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2. Penghambat
Didalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor

pendukung saja. akan tetapi juga ada faktor penghambat pada penelitian
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hasil wawancara diatas bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam
pelaksanaan Program BPNT adalah salah satunya vaitu ada beberapa
Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami saldo nol sehingga belum
bisa mengambil sembako sehingga TKSK akan merckap dan melaporkan
kepada Dinas Sosial. Kemudian TKSK kecamatan Barru melanjutkan
bahwa kendala juga dari mesin EDC, alat yang digunakan pada saat

pencairan bantuan tersebut berikut hasil wawancara dengan informan:
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“Mesin EDC adalah perangkat utama dalam hal proses penyaluran itu
harus dicek dulu kesiapan mesin EDC, apa tidak mengalami error atau
bagaimana itu yang sering terjadi, sala satu penghambatnya adalah
biasa signal tidak mampu, karna ada beberapa desa yang sangat tidak
terlalu bagus jaringannya se "gg pada saat itu baru beberapa dia
gesekamrlag: hltang' Iagidanmrkcnda.!ajugadmgan
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

glitian yang yang telah di

pemahaman mengenail Apa itu BPNT dan seperti apa itu model BPNT

2. Komunikasi Organisasi Pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Sosial,
Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan
Non Tunai sudah berjalan dan masih banyak kendala vang harus
ditingkatkan dan masyarakat pun juga sangat merespon baik kegiatan
sosialisasi vang dilakukan pemerintah.

3. Pembagian Kerja Organiasi Pemerintah Daerah dalam hal im pihak Dinas

Sosial, Kecamatan dan Kelurahan telah ada upava vang serius dan pihak

76




pemerintah untuk terlibat secara nyata dan senantiasa mengambil peran
penting dalam pelaksanaan Program BPNT untuk mengawasi  dan
memantau dan melaporkan setiap sas

2. Pemerintah Kabupaten Barru mungkin sekiranya lebih teliti dan

memperhatikan lagi Apakah Program BPNT sudah berjalan menyeluruh
atau belum

3. Proses Monitoring dan evaluasi Program BPNT diharapkan dapat selalu
ditingkatkan agar indikator-indikator keberhasilan dari program BPNT
tercapai, khusnya dalam Koordinasi Pelaksanaan Program BPNT

dikecamatan Barru.




4. Tim Pelaksanana BPNT Kecamatan lebih memerhatikan saldo KPM karna

banyak mengalami saldo Nol agar masyarakat dapat menerima bantuan
—
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